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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pembangunan yang dilaksanakan khususnya di bidang ekonomi

memerlukan perhatian serius dari negara, melalui peran pemerintah untuk

kepentiw haruslah berpedoman pada
ketentu yanﬂNMﬁ(@?E&_ﬁ_ﬂd&Mﬂ@ ebutuhan  dan

peningllatnnyﬁ?perlukan da g _;é?d" pendukung untuk

menggerakkan kegiatan han akan dana

jika diKaitkan dengan i tlyang diikuti
adanyajaminan demi pgiga

Kelembagaan jaminan mefups yang Penting dalam membuat
dan melaksanakan perjanjian kredit J} iikuti eberadaan | surat kuasa
membe hak ta @ i jan SKMHT)

dalam ha Tsebut beruf Adjie, bahwa

lembagd tfaminan-—haktancgdunos dgatmana dimaksudkarterdiri atas 2

perorangan adalah jaminan yang dilakukan secara pribadi atas hutang tertentu

dari seorang debitur. *
Berlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak

Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah

! Habib Adjie, 2000, Hak Tanggungan sebagai Lembaga Jaminan Atas Tanah,
Mandar Maju, Bandung, him. 1.



(untuk selanjutnya disingkat UUHT) dapat dikatakan telah terjadinya
unifikasi hukum. Menurut Maria S.W. Sumardjono, kelahiran UUHT tersebut
merupakan amanat dari Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang menyebutkan “Hak
Tanggungan yang dapat dibebankan pada Hak Milik, Hak Guna Usaha, dan
Hak Guna Bangunan tersebut dalam Pasal 25, 33 dan 39 diatur dengan

undang mﬁ%—ﬂm%ﬁﬁ Wﬂaﬂ Huer

hak jaminan ajasftaﬁ’ﬁ’ Sejak UUHT ‘dinyatakan- -berla

maka lembaga

jaminan hipotik dan creg tanah, berakhir

masa tias serta peranag
lam pada itu, Paca : n‘ bahwa Hak
atas tanah yang dapat drbebani 1] nilik, hak guna

San WPafal 4 ayat| (1) UUHT

usaha :laT hak guna bangunan”. PX

| l \
membefikan_penjelasan, bahwa yangafli }
il ’

usaha a. bangunan “adalah sebagaimana

Sd dengan hak milik, hak guna

dimak all 29 UUHT,

bahwa \\emibaga~jaminan. =u'\h‘.uﬁ odietverband—d «'. akan tidak

dana pihak ketiga yane -:\i',-' w-. h bank yang meminjamkan

dananya kepada nasabah, sekaligus sebagal pemenuhan persyaratan peraturan
perundang-undangan. Menurut Abdulkadir, bahwa sebenarnya bank di tuntut
untuk setiap waktu memastikan bahwa jaminan yang di terima telah

memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

2 Maria S.W. Sumardjono, 1997, Kredit Perbankan Permasalahannya Dalam
Kaitannya dengan Berlakunya Undang-Undang Hak Tanggungan, Jurnal Hukum (lus Quia
lustum), No.7 Vol. 4, him. 85.



sehingga dapat dipastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan
pengikatan jaminan telah diselesaikan dan akan mampu memberikan
perlindungan yang memadai bagi bank. 3

Bank dalam menyalurkan kredit harus berpegang pada prinsip kehati-
hatian, mengingat dana yang disalurkan berasal dari masyarakat. Pengelolaan
dana masyarakat oleh S mengupayakan tercapainya
keuntuﬂg_n,fmﬁgt!tlﬁ%balian dana
tersebut dari reﬁlzgkeruglan. Arti

ebagal badan usaha yang
wajib dikelola berdasark S dari ketentuan
hukum{ |yang berlak melindungi

kepentihgannya. Jami ank| dari debitur

D

termasuk| sebagai salah satu objel'ya 2ntingan bank.

yang baik dan

Jamina Kredit tersebut harus dapat diy@ n\ sebagal jaminan

\-.

h | ‘
berharga, ) akan“dapatmé
Gar di atas, dap daan lembaga

jamina erbankan —erts hal--yang sangat _pehiing sebagai

antisip#s dit macet.

piutangnya oleh debitur atau nasabah dari penjualan barang jaminan, baik
melalui suatu pelelangan umum atas tanah yang dibebani dengan jaminan hak

tanggungan maupun dengan adanya putusan pengadilan.

3 Abdulkadir Muhammad, 1993, Jaminan dan Fungsinya, Gema Insani Pers,
Bandung, him. 27.



Proses pembebanan hak tanggungan dilaksanakan melalui dua tahap
kegiatan yaitu:
a. Tahap pemberian hak tanggungan, dengan dibuatnya APHT oleh PPAT,
yang didahului dengan perjanjian utang-piutang yang dijaminkan;
b. Tahap pendaftarannya oleh Kantor Pertanahan, yang merupakan saat
lahirnya hak tanggu g-dib 4

Selanju nxaNlMIEBd§! %ﬁlﬁ“amshﬂ wa:| “Pemberian

untﬁR memberikan hak

hak tmggungﬂﬂahulw deg
tanggungan sebagai ja g merupakan
bagian | ta ersangkutan atau
perjanjian| lainnya yang ] 8K dajam Pasal 11
ayat (1) [UUHT menyebutkan fba alan emberian Hak

Tanggung

a. Nama

nyla harus pula
lamphal domisili

Dalam Pasal 15 ayat o 4 Tahun 1996 memberikan
kesempatan kepada pemberi Hak Tanggungan untuk menggunakan SKMHT.
Dalam perjanjian kredit tersebut, pihak penerima kredit memberikan jaminan

berupa rumah dan tanah yang dibeli dari fasilitas kredit pada bank. Pihak

bank pemberi kredit biasanya hanya sebagai pemegang SKMHT saja, karena

4 M. Khoidin, 2006, Dimensi Hukum Hak Tanggungan Atas Tanah, LaksBang,
Yogyakarta, him. 16.



sertikat hak atas tanah yang menjadi obyek jaminan belum dilakukan secara
individual.

Menurut M.Khoidin, bahwa pelaksanaan jaminan atas tanah selama ini
telah terjadi hal-hal yang tidak mendukung keberadaan suatu lembaga hak

jaminan yang kuat, karena terjadi dalam praktek seolah-olah melembagakan

SKM'Z'E?;WAW—Eas UUHT menentukan, bahwa:
“Kuas ‘tyaﬁkgqu% MQAH&

atau tidlak dapat berakhlr oleh

itarik kembali

- a “kecuali | Karena kuasa

tersebut telah dilaksanak ' yaktunya.
Berkaitan deng alf15 ayat (1)

membefikan penjelasa

a. Apabila pemberi Hak Tanggungan tidak dapat hadir sendiri dihadapan
PPAT untuk membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).

b. SKMHT harus dalam bentuk akta otentik yang dibuat oleh notaris atau
PPAT.

Disamping hal tersebut di atas, dalam penejlasan Pasal 15 ayat (3) juga
menentukan, bahwa terhadap tanah-tanah yang sudah terdaftar, SKMHT
wajib segera diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan
(APHT) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah diberikan. Terhadap
tanah-tanah yang belum terdaftar, kewajiban tersebut harus dipenuhi dalam
waktu 3 (tiga) bulan. Demikian juga menurut Pasal 15 ayat (6) menjelaskan
bahwa apabila persyaratan tentang jangka waktu tersebut tidak dipenuhi

maka SKMHT menjadi “batal demi hukum”.

® Ibid.



Ketentuan tersebut di atas tidak berlaku dalam hal SKMHT yang
diberikan untuk menjamin kredit tertentu, seperti kredit program, kredit usaha
kecil dan kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit yang sejenis. Penentuan
batas waktu berlakunya SKMHT untuk jenis kredit tertentu tersebut diatur
dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 4 tahun 1996
tentang Penetapan Batas waktu berlakunya SKMHT untuk menjamin jenis-
jenis kredit tertentu. Pasal 1 ayat (20 Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala BPN No. 4 tahun 1996 tersebut di atas menentukan bahwa:
“SKMHT untuk menjamin Perjanjian KPR berlaku sampai saat berakhirnya
masa berlakunya perjanjian pokok yang bersangkutan”.

SKMHT wajib dibuat dalam bentuk Akta Notaris atau Akta PPAT.
Dalam pada itu, SKMHT yang dibuat oleh Notaris harus berpedoman pada
UUJN Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014.
Sementara itu SKMHT yang dibuat oleh PPAT berpedoman pada Peraturan
Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 8 Tahun 2012 (selanjutnya
disingkat Perkaban No. 8 Tahun 2012). Meskipun demikian, pembuatan
SKMHT oleh Notaris di dalam perakteknya sering dibuat sesuai dengan
format SKMHT yang diterbitkan oleh BPN RI sebagaimana ditentukan dalam
Pasal 96 ayat (4) Perkaban No. 8 Tahun 2012.

Sebuah akta yang dibuat oleh Notaris merupakan akta otentik, apabila
memenuhi syarat suatu akta yang terdapat dalam Pasal 38 UUJN, yaitu telah
memenuhi bentuk dan sifat akta :

(1) Setiap akta Notaris terdiri atas:

a. awal akta atau kepala akta;



b. badan akta; dan

c. akhir atau penutup akta.

(2) Awal akta atau kepala akta memuat:

a. judul akta;

b. nomor akta;

c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan

d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

(3) Badan akta memuat:

a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan,
jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang
mereka wakili;

b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;

c. isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang
berkepentingan; dan

d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan,
kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

(4) Akhir atau penutup akta memuat:

a. uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (1) huruf I atau Pasal 16 ayat (7);

b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau
penerjemahan akta apabila ada;

c¢. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan,

dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan



d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan
akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa
penambahan, pencoretan, atau penggantian.

(5) Akta Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara
Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan
pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

SKMHT vyang dibuat oleh seorang notaris dan seorang PPAT
bentuknya berbeda sebagaimana yang telah disebutkan di atas, di mana
notaris dalam membuat SKMHT berpedoman pada Pasal 38 UUJN,
sebaliknya PPAT dalam membuat SKMHT berpedoman pada Perkaban No. 8
Tahun 2012, walaupun sebenarnya karena jabatannya notaris dapat juga
bertindak sebagai PPAT.

Secara yuridis, seorang Notaris yang membuat akta SKMHT
menyimpang dari ketentuan Pasal 38 UUJN di atas, dapat menyebabkan akta
yang dibuat menjadi akta dibawah tangan sehingga tidak dapat digunakan
sebagai dasar pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan. Berkaitan
dengan terjadinya perbedaan bentuk dan format akta sesuai dengan ketentuan
di atas, dimana seorang Notaris ketika membuat SKMHT tunduk pada format
yang di terbitkan oleh BPN RI dan Undang-undang jabatan Notaris. Format
SKMHT vyang diterbitkan oleh BPN RI tersebut memiliki kekurangan pada
bagian Awal dan bagian akhir atau penutup SKMHT untuk dapat dikatakan
sebagai akta otentik sesuai dengan bentuk dan sifat akta menurut pasal 38

UUJN.



Hal ini dimungkinkan terjadi dalam pelaksanaannya oleh beberapa
Notaris yang membuat SKMHT yang berpedoman pada Perkaban No. 8
Tahun 2012 khususnya di Kota Payakumbuh. Dengan demikian, terjadi
perbedaan antara kedua peraturan tersebut, sehingga dapat menyebabkan
terjadinya kekeliruan dalam pelaksanaan pembuatan SKMHT.

Berdasarkan pemaparan uraian latar belakang masalah di atas, hal ini
menarik untuk dilakukan penelitian dan penulisan dalam bentuk karya ilmiah
berupa tesis dengan judul; “Pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak
Tanggungan (SKMHT) Menurut Perkaban Nomor 8 Tahun 2012 Oleh

Notaris di Payakumbuh”.

B. Perumugar Masalah ‘ N
Berdasarkan latar belak@hg ,dapat | dirumuskan
permasalahan penelitiannya adalah ; H.}
1. Bagdi embuate S 8/Tahun 2012

oleh imbuh 2,

' dukan-RuUK 1||“ 1.'\"" \/a i al-e "J_ otaris dan

Penelitian men jembratanSKMHT yang dibuat oleh
notaris berdasarkan Perkaban Nomor 8 Tahun 2012 di Payakumbuh,
sepanjang pengetahuan dan hasil pra penelitian baik melalui wib-site dan
studi pustaka yang dilakukan, belum ditemui judul yang sama. Kecuali
beberapa kajian pustaka terdapatnya beberapa referensi yang sama, namun

tidak pada judul dan perumusan masalahnya yang dibahas sebelumnya. Pada
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dasarnya penulis bertanggungjawab baik secara akademis maupun yuridis
tentang semua hal yang berkaitan dengan tulisan ini. Ada beberapa tulisan
sebelumnya yang membahas tentang SKMHT yang berkaitan dengan
perjanjian kredit dan hak tanggungan, tulisan tersebut antara lain :

1. Tesis yang ditulis oleh Miftahul Jannah. SH, NIM. B4B005178, pada

Program Pas agister Keno iversitas Dipanegoro,
OwQ\\,Er:asums ANDAL
Semarang;2 dengan judul “PeiaksanamPenéﬁ@ anganan Akta Oleh

Penérima Kuasa dalam

agkan Hak [Tanggungan

.ﬁl\ —
(SKMHT). yang dib i §N “ ng diteliti adalah
: —
Bagaimanakah ak G\ ‘Q‘\.‘ atanganan akta
notdris_oleh penerima kuas B ang {dibuat oleh

notaris?. Apakah penandatananan SKN oleh penerima kuasa

tidak emilik obyek

ggungan akan

Bagaimanakah Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan
dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah di PT. Bank Tabungan Negara
Cabang Harmony-Jakarta? dan Bagaimankah Tindakan Yuridis yang
diambil oleh Bank untuk menjamin kredit dalam hal terjadi batalnya Surat

Kuasa Membebankan Hak Tanggungan?.
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D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan perumusan masalah yang telah

diuraikan
1. Untuk
oleh N

diatas, maka tujuan penelitiannya adalah :
mengetahui dan melakukan analisis proses pembuatan SKMHT

otaris di Kota Payakumbuh, apakah sesuai dengan PERKABAN

No. 8 Tahun 2012.

2. Untuk
SKMFE

Perkak

E. Manfaat|Penelitian

teoritis fmaupun-secara pia

1. Manfaat secara Teoritis

Dapat

8 Tahun 2012 dengan UU

Penelitian ini

| W hukum akta
N\\’Erﬁélﬂ‘ﬂg i DALA
ypg/@ibuaPﬁ’rerTNOtaTTs—daﬁ@PA'[J_i_K?t dak] sgsuai dengan

men

baik secara

rapkan disiplin

ang kedudukan

.18 Tahun 2012

/ A-QQ@F erkaban No.

da’beberapa notaris di Payakumbuh.

b. Agar penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat bagi masyarakat

khususnya bagi pihak yang melakukan pengurusan SKMHT pada

kantor notaris di Payakumbuh serta dapat digunakan sebagai informasi

yang ilmiah.
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c. Dapat dijadikan sebagai masukan bagi pembuat kebijakan terkait
dengan kedudukan SKMHT yang dibuat notaris dengan berpedoman
UUJN dan Perkaban No. 8 Tahun 2012.
F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori a gkaian pWyang saling
\_PNNERS”A ANDA&U@
berhuBungadalT tersusun-dalam-suatu-system de ang-menhgemukakan
_./r !

—

e

penjelasan atas suatu geja engelitian, teori

memiljki| fungsi sebaga am melakukan
penelitian. . Untuk secara lebih
mendalam_diperlukan teori-teor, asumsi, konsep,

definisi sosial secara

e
QD
=

o
=
o

=}
(o]
2
&2,
c
=
—
[
~
=
@
=
D
=
QD
-

=

sistematis eori ini juga

ukum positif

Pagai=da -:,'-T studi ilmu

an hal tersebut, untuk

i
melakukan analisis, ada beberapa teori yang digunakan, antara lain :

a. Teori tentang Kepastian Hukum
Digunakannya teori tentang kepastian hukum sebagaimana

dimaksudkan, hal ini sesuai dengan judul dan permasalahan yang telah

® Dalam Ainur Rofig, 2007, Pengaruh dimensi kepercayaan (trust) terhadap
partisifasi pelanggan e-commerce, Fakultas Ekonomi Brawijaya, Malang, him. 30.
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dirumuskan yang berkaitan dengan proses pembuatan SKMHT menurut
Perkaban No. 8 Tahun 2012. Artinya, dengan diberlakukannya suatu
aturan hukum, hal tersebut menunjukan adanya pedoman bagi
kelembagaan, masyarakat dan aparat untuk melaksanakannya ketentuan

yang telah diberlakukan.

Hal di atas d J MWM berfungsi
sebagal pe iwyggﬁgnt*%%r]sr@ﬁsgm& entingan manusia
i \ L %qﬁ_h_x—'“'m

terlipdungi, hukum harus di profesional. [Pelaksanaan

hukdm|. dapat berla damai, dz ib.| [Dalam arti,

o
1S5

masyar gngan adanya
kepasti

Masyarakat juga memngha ; n |pelaksanaan

t, kegunaan

hukum sétare @{'\Lfgﬂ, Ret R

kedamaian, kebenaran, dan Keaditah. * Menurut Piter Mahmud, bahwa
pada masyarakat modern, aturan yang bersifat umum tempat

dituangkannya perlindungan kepentingan-kepentingan itu adalah undang-

"R. Arry Mth. Soekowathy, 2003, Fungsi Dan Relevansi Filsafat Hukum Bagi Rasa
Keadilan Dalam Hukum Positif, Jurnal Filsafat. Jilid 35, Nomor 3, Desember 2003,
him. 294-295.
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undang. ® Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua

pengertian, yaitu adanya aturan yang bersifat umum membuat individu

mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.

Demikian juga bahwa kepastian hukum, dapat berupa keamanan hukum

bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan

yangWTH_ﬂK'W yang boleh
‘a\ VERSITAS ANDALﬁﬁ 5

dibebankan atgj J}ﬂgukanﬂleh Negara-terhadap T [
_./r ! e

—

Kepastian hukum sudtu peraturan

dibugt| [dan-diundang secdra jelas dan

logis. |Jelas dalam (multi tafsir)
dan Jac anl norma lain
sehingga tidak berbenturan atau a ik norfma. Konflik
norma apat berbentuk

<Um bertujuan

L
yang diterbitkan oleh Notaris seagai pejabat pembuat akta otentik yang

berdasarkan Perkaban No. 8 Tahun 2012, tidak menjadikan keraguan bagi
para pihak atau masyarakat tentang keabsahannya, jika dikaitkan dengan

kewenangan Notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik menurut UUJN.

8 Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Kencana,
hlm. 157-158.
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b. Teori Perlindungan Hukum
Pada dasarnya perlindungan hukum erat kaitannya dengan keadilan
terutama mengatur hak-hak subyek hukum yang dilanggar hak-haknya.
Philipus M. Hadjon menegaskan, bahwa perlindungan hukum adalah

harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang

dimiliki oleh sub um-— kan ketentuan hukum dari
kesepvenang aUN&Mﬁ%&ﬂT% Maﬁlo ,pterkait pula

dengan ademﬁhak dan ke ' aal ini yang  dimiliki oleh

manbisia - sebagai su g dengan sesama

manbisia serta lingk usia memiliki

hak flan kewajiban °l Hal ini erat
kaitdnnya dengan judul penelitia en: 2laksanaan atau
proses | pembuatan SKMHT terja ) im sehingga dapat

II pya SKMHT

yang dijadikan jaminan berupa tanah atau benda yang ada di atas tanah
sebagai akibat adanya jaminan utang piutang atau kredit melalui prinsip
dasar adanya kehati-hatian dalam pemberian kredit dan utang harus dilunasi.

Hal ini sesuai dengan Pasal 1131 KUHPerdata yang menegaskan; bahwa

®Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina limu,
Surabaya, him. 45.
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semua harta kekayaan debitur baik yang ada maupun yang akan ada
dikemudian hari dijadikan jaminan dalam pelunasan utang piutan pada
kreditur.

Dalam praktek pemberian kredit, jaminan selalu menjadi faktor

pertimbangan yang paling menentukan untuk dapat dikabulkannya

permohonan kredit dari M.W:‘kan kepada
debituf harus d@NﬂMﬁ%_ﬁEraﬁiﬁm%h i pengembalian atau

_—

—

_./r . .
pelund@sannya. Dalam rangka camanan |dah kepastian

pengembalian kredit agunan untuk

kemudian dibuatkan ‘ lenU®lohanhes Ibrahim,

inah hendaknya

bahwa dalam hubungahnya

dipertimbangkan mengingat dua Jfak

1) Secured,

(72]

Na an>kred gcara yuridis

an ketentuard angan. Jika di

terfacH-—Walp!

Festast” dari—cebi maka-femberi kredit

atau diuangkan untuk melunasi seluruh kewajiban debitur. Dengan
mempertimbangkan kedua faktor di atas, jaminan yang diterima oleh bank
dapat meminimalkan resiko dalam penyaluran kredit sesuai dengan prinsip

kehati-hatian. Dengan demikian, betapa pentingnya keberadaan jaminan

10 Johannes lbrahim, 2004, Cross Default dan Cross Collateral sebagai Upaya
Penyelesaian Kredit Bermasalah, PT. Refika Aditama, Bandung, him. 71.
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dalam pemberian kredit. Apabila debitur tidak dapat melunasi kredit sesuai
dengan perjanjian, maka hak kebendaan yang dijadikan jaminan kredit
oleh kreditur akan dieksekusi untuk memenuhi pembayaran utang debitur

yang bersangkutan.

d. Teori Penegakan Hukum

W akan hukum adalah proses
dilakukannya u@ﬂh\ltﬁ(%?iréﬁ_aﬁ@&ﬂhﬂg orma-norma hukum
| = 1_'“'mt

e c
secaral nyata sebagai pedoman

alu lintas atat hubungan-

hubungan hukum dala ara. Ditinjau

dari sudu oleh subjek
yang luas dan dapat ggla™oe : akan thukum oleh
subjek dalam arti yang terbat@s @ : ti fluas, proses
penegaka dalam setiap
hubun . Sie ' normatif atau

melaklika Q : pndasarkan diri

berjalan sebagaimana seharusnya.t

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-
nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang

mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian

Wimly Asshiddigie, 2005, Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi,
Konstitusi Press, him. 35.
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penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan
hidup.?

Hal di atas berarti, bahwa penegakan hukum merupakan
pengayoman kepada hak asasi manusia sebagai akibat kerugian yang
ditimbulkan orang lain dan diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat
menikmati semua hak- ng—diberi oleh hukum. Menurut J.C.T.
Simorﬁﬁﬁ;}lgﬁﬁeﬂmnﬂiﬁga ekuasaan atau

wewenarng yﬁdlmlllkl sesggifé ndapa dtau berbuat

sesuatl.}? Hak juga ¢ kekdiasaan yang
‘\«i\ ¥
diberikan oleh hukum A\‘\\
. Kerangka Konseptual }) )

a. Surat Kuasa

7,

Dalam Pasal

Il

1792 KUHPgrdat@h memberikan batdsan tentang

/ | L

man Derikan kekt l0'= orang lain

ahjian dengan

Pembe &‘- artu =—Pe ]

K , f. Jatu urusan.

melakukan hubungan dengan pihak ketiga. ** Perjanjian kuasa tidak

melahirkan suatu perwakilan. Namun dari batasan Pasal 1792 KUH

2S0erjono Soekanto, 1983, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka
Pembangunan Di Indonesia, Ul-Press, Jakarta, him. 3.

13).C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo, 2005, Kamus Hukum, Sinar
Grafika, Jakarta, him. 60.

14C.S.T. Cansil, 1989, Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai
Pustaka, Jakarta, 1989, him. 119-120 .

15 M. Yahya Harahap, 1986, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung,
him. 308 — 309.



19

Perdata disebutkan secara jelas bahwa semua perjanjian pemberian kuasa

akan melahirkan perwakilan atau dengan kata lain bahwa penerima kuasa

dapat mewakili Pemberi Kuasa untuk melakukan suatu perbuatan hukum

tertentu untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Dalam pada itu, pada Pasal 1793 KUH Perdata menyebutkan cara

dan bentuk pemberian.kuasa, antaralain..

m%!i]—&%m esmi, seperti

1) [SSSHRYINADE R Uan dliE
akta noﬁi’rgiakta yang dj |teradn pe
yang dibuat oleh iny ‘.\\ j dib
surat dibawah ta ( m.‘ﬂ\i Sec
2) Kuasa dapat jugafterja@ )'9‘ \-
dengan sendirinya tanpa ad@ pe gifenih dahulu.
ementara itu, isi suatu Y \\ jan kuasa men
Hardh dibetakcan-m ik
Fl - 16

ngadilan, akta
efikan dengan

ra lisan.

atu kuasa terjadi

rut M.Yahya

asarkan pasal

al tertentu

Pemberian kuasa untuk melakukan tindakan-tindakan pengurusan

ba

ke

rang-barang harta kekayaan pemberi kuasa meliputi segala

pentingan pemberi kuasa.

18 1bid., him. 309.
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3). Kuasa Istimewa
Suatu kuasa yang sangat khusus yang secara tegas menyebut satu
persatu apa yang harus dilakukan oleh Penerima Kuasa (Pasal 1776
KUH Perdata).

4). Kuasa Perantara

Pemberian kuasadi W:ra Pemberi
Uasa ret\tj’:ﬂb\ﬂﬁ &I&%Mh@sm anjutnya menjadi

drlisan p“l'/ﬁ;kt;;)mberi Kua W
b. Hak{Tanggungan
Hak Tanggu 1) Undang-
Undang Nomor 4 Atas Tanah
Beselrta “Hak jaminan
yang ¢ imaksud dalam

Dasar Pokok-

a lain yang

WLJ-J)ZM”“H» J\ (iotamaken  kepada

a
vy

Hak Tanggungan adalah suatu bentuk jaminan pelunasan utang, dengan
hak mendahulu, dengan objek (jaminan)nya berupa hak-hak atas tanah
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau Undang-Undang Pokok

Agraria. “Dalam terlaksananya Hak Tanggungan dikenal pemberi (debitur)
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dan penerima (kreditur) Hak Tanggungan, dimana keduanya mempunyai
syarat-syarat yaitu pemberi Hak Tanggungan mempunyai kewenangan atas
barangnya, barang yang menjadi objek Hak Tanggungan tersebut tidak
boleh dialih fungsikan tanpa persetujuan kreditur sehingga perlu adanya

kejelasan jika terjadi pengalih fungsian, sedangkan penerima Hak

Tanggungan memer . ilaian terhadap barang jaminan

berdasarkar @N\%@?&Iﬁéﬁ@&?f&@sh indgpenden dan

manipu meﬁlajkan penilaia aadifitas “serta fleputasi dari

debitur
Jai| jaminan harus
yd objek hak
tanggur laj objek Hak

dahulu harus

jadi eksekusi,

. - ‘ '
tangan, Yapg enakis T ey e o Pesuaty-hakpatau perikatan

tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa tidaklah semua surat dapat disebut
akta, melainkan hanya surat-surat tertentu yang memenuhi syarat-syarat
tertentu pula baru dapat disebut akta. Akta dapat dibedakan dalam 2 macam
yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan. Akta otentik dibagi dalam dua

macam yaitu akta pejabat (ambtelijk acte) dan akta para pihak (partij acte).
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Menurut Pasal 15 ayat 2 huruf f UU No. 30 tahun 2004, seorang
Notaris berwenang untuk membuat akta yang berkaitan dengan akta-akta
pertanahan. Hal ini berbeda sebelum berlakunya ketentuan Pasal 15 ayat (2)
UUJN di atas, di mana Notaris tidak berwenang untuk membuat akta yang
berkaitan dengan pertanahan, perubahan ini dibuat dengan tujuan agar adanya

kepastian hukum bagi Notaris dalam menjalankan kewenangannya.

=P CITAC AN~ .
Perubahan mengenal kewenangan notaris untuk membuat akta yang

_ N\ QPSS A\ Temr— PR

berkaitan dengan pertanahan dapat meningkatkan kepastlan hukum karena

dapat menghilangkan pertentangan dengan peraturan lain yang memberi

wewenang PPAT untuk membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.

Kewenangan PPAT dalam UU Agraria (UU Nomor 5 Tahun 1960), UU

1 N . A

Rumah Susun (UU No 20 Tahun 2011), dan UU Pajak Daerah dan Retribusi

1| T | AN M

(UU Nomor 28 Tahun 2009), yang menunjuk PPAT tersebut sebagai satu-

| —— A | |

satunya profesi yang berWénang untuk mengelola masalah pertanahan.

‘

Sebagai contoh, penjelasan Pasal 44 dari UU Rumah Susun yang menyatakan

L( o /i

bahwa sertifikat hak milik untuk unit rumah susun harus dibuat oleh PPAT.

AS=\ Zpz N/ r'
. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan
\d ==ad " da

Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT), dimana

TUK e BAREET

seperti akta kuasa lainnya, dapat dibuat secara Notariil walaupun dapat juga

dibuat dalam bentuk akta PPAT. Namun, jika akta SKMHT dibuat secara
Notariil maka pendaftarannya tidak diterima oleh Kantor Pertanahan
setempat (kecuali ada beberapa kantor pertanahan yang mau terima).
Sebagian besar kantor pertanahan hanya mau menerima akta SKMHT dalam

bentuk akta PPAT sesuai dengan ketentuan Perkaban. Hal ini sebenarnya
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tidak sesuai dengan UU Jabatan Notaris yang sudah menetapkan mengenai
format akta notaris yang bersifat otentik. Namun para notaries banyak yang
masih harus “mengalah” dengan kekuasaan dari Kantor Pertanahan, dengan
membuat akta SKMHT notariil dalam bentuk akta PPAT. Agar akta

notaris benar-benar sesuai dengan format dan standar akta yang ditetapkan

dalam UU Jabatan Notaris. Dalam Pa@.ﬁw:jn_,t;:lwa :
(1) Surmﬁﬁglmﬁsms ibtat|dengan akta

D
Q)

_—

—

notaris atau’"ﬁit; PPAT dan mefi an sebagai barikut :

a. tidak memuat kua lain daripada
membebankan
b. fidak memuat k

mlgh utang dan

debitor apabila

(2) Ku itarik kembali

dengan penggunaan Akta Pemberian
Hak Tanggungan selambat-lambatnya 1 ( satu ) bulan sesudah diberikan.
(4) Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan mengenai hak atas tanah
yang belum terdaftar wajib diikuti dengan penggunaan Akta Pemberian

Hak Tanggungan selambat-lambatnya 3 ( tiga ) bulan sesudah diberikan ;
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(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku
dalam hal Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan diberikan untuk
menjamin kredit tertentu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku ;

(6) Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang tidak diikuti dengan

penggunaan erian dalam waktu yang
NNERSlTAS ANDA
diténtukar sebagaimana-dimaksud-pada ayat {3&}3‘ atau| dyat (4), atau
_./r L

pada ayat (9) batal demi

wakt

| -

yang ditentukag

hukum.
e. Notari$
Nataris Nomor

2 tahun

INJ
o
H
~
o
—
@
I
»
E
)
>
o)
=4
)
~—+
@
—+
>
S
«
@
<)

gai berikut :

“Notari atl akta otentik

7]
o}

alam undang-

: o dibuatnya itu.

2. Notaris berwenang sepanjang meyangkut orang-orang, untuk kepentingan
siapa akta itu dibuat.

3. Notaris berwenang sepanjang menyangkut tempat, dimana akta itu dibuat.

4. Notaris berwenang sepanjang menyangkut waktu pembutan akta itu.

17 Subekti, 2002, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, him. 1.
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G. Metode Penelitian
Menurut Soerjono Soekanto Penelitian hukum merupakan suatu
kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran
tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu gejala hukum tertentu,

dengan jalan menganalisanya. Berdasarkan uraian di atas maka segala upaya

yang digunakan Capal tujuan

RSITAS AN
at\'aw‘zlr%}g’erEjkar%&Fah yangteermp@tﬁér&ﬁr

rus dilandasi dengan

suatu yarat yang ketat

sehingga  |metode penelitian.4m alam pelaksanaan suatu
penelitian.
Penelitian yang @ifqk U thtuk memecahkan

permasala i : a{cara tertentu

yang s lequrut Ronny

Hanitijg,8 1 ada dua pola

arfikir secara

vy

pikir me

¥
langkah-langkah atau tahap-tahap sebagai berikut :

1. Sifat Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang

mendeskripsikan secara terperinci dari hasil pembahasan yang menjadi pokok

18 Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri,
Ghalia Indonesia, Jakarta, hIm. 36.
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permasalahan. Menurut Soerjono Soekanto adalah Suatu penelitian yang
dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia,
keadaan, gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama mempertegas
hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama, atau di

dalam kerangka penyusunan teori baru dari fakta sebenarnya. ° Hal ini sesuai

dengan Wcm'r_#wﬂ—dﬁ”—pen itian..ini_tentang proses pembuatan
SKMHT ~olé umu%&é!&%?_@%&ams ahin 2012 di

Payakumbuh. ¢
2. Pendekatan masalah N ‘.\N)
Ny Ty
Renelitian dipé ( eileniIkall arah dan cara
| M)
bagaimana — permasal@han ’; tersebut dapat
dipecahkan dan gambaran ygng H iinformasikan kepada
pembaca. Berkaitan dengan itu, | itlan ini dikategorikan sebagali

peneligi ilakukan dan

permase elanjutnya

‘{‘ apa,— asai Dalé peneti =gt~ jpemecahan

a pendekatan

Mﬁb@ enipikis BEIKatan dengan itu,
_—

U,
masalah™yakgUd(gunakan—ads
(=

menurut Abdul Kadir Muhammag,2* bahwa pendekatan yuridis empiris

adalah :

19 Soerjono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, Ul, Press, Jakarta,
him. 10.
20 Abdul Kadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya

Bakti, Bandung, him. 134.
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“penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan
hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara in
action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam
masyarakat. Implementasi secara in action tersebut merupakan fakta

sosilogis dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh

NegaWﬁaR dalam lementasi secara in

NIVERSITAS ANDA;

actign dth ra}:&aqf ,a.kan—beﬂangsuﬁguseca[aﬁ_serﬁ a—apabila rumusan
g !

D

—

ketemtuan hukum normatifime S engkap”
Dari uraian di g '\? r.,‘ an/masalah yang

k ‘\Q“\‘ diarfikan bahwa

3

telah {ditentukan dal

penelitian ini lebih terfokus Kg untbk mengkaji

Q
D

tentang

Iretentuannya terutama mengg 'l\v- gembuatan SKMHT oleh

.f'} ’
Notaris ; Perkaban NoasfTa in 2012 di F
3. Jenis Dat: %

Phnentie yerdicngafl pendekatan
masal = Y : \%‘—/"{y empiris,

m g0 J data’ primer dan
data sekUndel UK

6 N Toanceb
Data Primer diperolen me al gﬁ,v ancara dengan responden, yakni

beberapa notaris di Payakumbuh dan data sekunder atau data kepustakaan

diperoleh melalui studi kepustakaan. Data Sekunder atau penelitian
kepustakaan diperlukan untuk memperoleh data yang sifatnya teoritis dalam
usaha memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan. Dalam arti, bahwa

dengan bantuan dari literatur yang diperlukan dapat memecahkan
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permasahannya menurut ketentuan dan teoritis yang relevan. Data sekunder
tersebut berbentuk bahan-bahan hukum, antara lain :
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer, meliputi bahan yang mempunyai kekuatan
hukum mengikat yang mencakup perundang-undangan yang berlaku yang
ada kaitannya dengan permasalahan diatas. Adapun peraturan yang

dipe.WTA@;ﬂ NDA LlE\s 98 Tentang

Bank, Jndzmg-Uﬁ’déﬁ—g’I_DBkokm "arfa_ﬁﬁﬁﬁ--IMn 1960, UU No. 4

Tahdn 1996, Peratu Nomor 2 ahun 1997 Tentang

A\ Al
ftaran Tanah, B ‘\’\}ﬂ) ahun|1998 Tentang

‘\Q\

'H ‘ kum Perdata,

D

)
@
>
o)
2

Pejabat- Pembuat AKIG

ran Kepala Bafan Pertg Tahtin 2012 dan

efiubahan atas

(Undang-undang No. 12 ”\ 014 Tentang F
)

J-undang INO 30 Tahun ..‘.!,."{II "\ B.Japatan INOota
il P
b. Bahar ckunder=—

fnjélasan secara

neraturan ikan dasar
= 4

m ‘\ dum primer,

Hraho digunakan

c. Bahan Hukum Tertier
Bahan hukum ini pada dasarnya memberikan penjelasan atas berbagai
istilah yang digunakan, baik yang terdapat dalam peraturan-peraturan
sebagaimana dikemukakan, maupun istilah asing yang digunakan oleh

para ahli. Bahan hukum tertier ini dapat berupa; kamus umum, baik
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kamus bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa Belanda maupun
kamus bahasa hukum.
4. Teknik Pengumpulan Data
Dalam pengumpulan data sekunder dengan cara melakukan
inventarisasi terhadap data sekunder tersebut seperti pengumpulan literatur

yang dibutuhkan dengan melakukan studi pustaka. Dalam pengumpulan

ahan hukum

yang iautuhkarr”yaknl berupa b han pukum primer;-sekundef dan tertier.

Pengumpulan bahan n dengan cara

memppto kopi, seper, rarl perundang-

undangan. ) ' )

.'\.
1

5. Pengolahan dan Analisis Data

dilakukan pengolahan data

ETteIah data diperoleh ' sela

melaldi | preses.pehageditan atau edi kImenentukan
e
p T4

data yar any.seperti melaktika us atau delete

secaral ke )afi, data yang

telah id \ elanjutnya-di an apalisis-denga n analisis

. ,_ A e __ . n
hasil an f= dipe : eh data deskriptif yang

menggambarkan hasil penelitian yang sebenarnya yang dapat dipertanggung

ahli. Dari

jawabkan.



